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R . & : 8 - Konstruksi reklameyangloka-  bisa berdiri sesuai aturan, Se-
e a me sinya melanggar harus segera  hingga Pemkot Yogyakartame-
é ditertibkan sebelum dimulai-  miliki dasar hukum memungut
: nya proses ulang perizinan  pajakgunamenambah kaspen-
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YOGYAKARTA - Perda Kota Yogyakarta
Nomor 2/2015 tentang Penyelenggaraan
Reklame yang mengatur zonasi pendirian
papan reklame di Kota Yogyakarta
membuat sebagian besar reklame kini
berada diarea larangan.

konstruksi media iklan luar
ruang tersebut. “Harusnya di-
nolkan dulu, ditertibkan rek-
lameyangberadaditaman atau
trotoar, baru kami mmuhx
ulang proses perizinannya,”

Penanaman

Modaluﬁal’mnmﬂm?ug-
ya.hru, Heri Karyawan, ke-

ﬂﬁkﬁuﬂﬂkmmglm mgﬂ?fn:h;%;da terfuan Badan

kemungkinan adanya penye-
lenggara reklame di zona la-
rangan yang mencoba menge-
labuhi petugas agar bisa mem-
perpanjang masa izinnya. Se-
bab sejak diterbitkannya Perda
No 2/2015, masih banyak pe-
nyelenggara reklame menga-
jukan izin mendirikan 5
an(IMB)yangbelakangan dike-
tahui lokasi papan reklamenya
beradadizonalarangan.

Menurut Heri, hal itu kon-
traproduktif dengan amanat
PerdaNo2/2015untukmenata
sekaligus memperketat rekla-
me yang dari waktu ke waktu
yang semakin marak berdiri di
Kota Yogyakarta, Bahkan sem-
patadasejumlahkalanganyang
menyebut Kota Yogya.lurta
menjadi hutan reklame. “Kami
belum keluarkan izinnya. Kami
tak berani karena secara teknis
lokasinya melanggar, di trotoar
dan di dalam taman,” tambah-
nya.

Selain itu, sambung dia, jika

ada penertiban maka diharap-
kan nantinya seluruh reklame

dapatan daerah. Dinas Pena-
naman Modal dan Perizinan
jugaberharapinstansiyang me-
degeraturun tangan.
Koordinator Forum Peman-
tau Independen Pakta Integ-
‘ritas (Forpi) Kota Yogyakarta,
Winarta juga mendorong sece-
patnya ada upaya penertiban.

eriksa Keuangan (BPK)
saja, tapi juga seluruh reklame
yang terindikasi melanggar
aturan,

Menurut dia, penertiban
bisadilakukan denganhetbagu
cara. Yang terpenting adalah
bagaimana caranya agar pe-
milik reklame yang kurang ba-
yar pajak segera menjalankan
k

“Upaya paksa perobohan
adalah jalan akhir dan itu
memang membutuhkan cukup
waktu. Tapi setidaknya dalam
waktudekatini segel atau tutup
papan reklame hingga pemilik-
nya melunasi tunggakan pajak.
Temuan BPK kan menyoroti
Im.rang bayar pajak Rp953,2
juta,”beber Winarta.

Forpi juga minta agar
Pemkot Yogyakarta mengung-
kapkan indentitas penyeleng-
garareklame yanglkurang bayar
pajak. “Ini sebagai bentuk
transparansi dan keterbukaan

informasi kepada masyarakat,”
pintanya,
@ ristuhanafi
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